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P E N E T A P A N
Nomor 3853/Pdt.G/2023/PA.Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sumber  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat  pertama dalam persidangan Majelis  telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT,  umur  31  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Gambir

RT.004  RW.009  Desa  Cipanas,  Kecamatan  Dukupuntang,

Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh

Harian  Lepas,  tempat  kediaman  di  Blok  Guntur  RT.004

RW.001  Desa Kedongdong Kidul,  Kecamatan Dukupuntang,

Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa,  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  tertanggal  03  Juli  2023

yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sumber  dibawah

Nomor 3853/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 03 Juli 2023, telah mengajukan hal-hal

sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  adalah suami  isteri  sah yang

menikah pada tanggal  31  Mei  2010,  dan  dicatat  oleh  Pegawai  pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon

dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  237/64/V/2010,  Tertanggal  31  Mei

2010;

Hal. 1 dari 7 hal. 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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2. Bahwa  setelah  Pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

telah  hidup  rukun  sebagaimana  layaknya  suami  istri  bertempat  tinggal

terakhir di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Blok Guntur RT.004

RW.001  Desa  Kedongdong  Kidul,  Kecamatan  Dukupuntang,  Kabupaten

Cirebon, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

2.1. KARIN DIVI  ANGGITA PUTRI  BINTI  DENI  LUKI  PERMANA,

Perempuan, lahir tanggal 17 Januari 2012;

2.2. ILONA AINAYA DIVI BINTI DENI LUKI PERMANA, Perempuan,

lahir tanggal 01 Maret 2021;  

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tersebut belum

pernah bercerai;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

harmonis  dan  damai,  namun  sejak  bulan  Mei  2022  kehidupan  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis,  karena  sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  yang  sulit  untuk

dirukunkan  lagi  yang  mencapai  puncaknya  pada  Bulan  Oktober  2022

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat

disebabkan penghasilan yang diberikan Tergugat tidak pernah mencukupi

kebutuhan  perekonomian  keluarga,  dikarenakan  Tergugat  malas  bekerja,

dan  Tergugat  juga  selalu  bersikap  kasar  dan  mudah  marah  terhadap

Penggugat,  seperti  sering  berkata  kasar  bahkan  beberapakali  pernah

melakukan kekerasan fisik;

6. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  rumah  selama  9

(sembilan)  bulan  terhitung  sejak  Bulan  Oktober  2022  hingga  saat  ini,

Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah orangtua Tergugat dan saat

ini Penggugat berdomisili di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di

Blok  Gambir  RT.004  RW.009  Desa  Cipanas,  Kecamatan  Dukupuntang,

Kabupaten Cirebon, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua

Tergugat yang beralamat di Blok Guntur RT.004 RW.001 Desa Kedongdong

Kidul, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;

Hal. 2 dari 7 hal. 
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7. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah

tidak menjalin komunikasi yang baik dan Tergugat juga sudah tidak pernah

memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat

alami  sekarang ini  mengakibatkan Penggugat  merasa tersiksa lahir  batin

dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah

tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian

ini ke Pengadilan Agama Sumber;

10. Bahwa Penggugat  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul

akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan

hormat,  kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber  cq.  Majelis  Hakim

yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  berkenan  untuk  menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (DENI LUKI PERMANA

BIN ADI) terhadap Penggugat (OVI OKTAVIA BINTI JAMIN);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat

datang menghadap di persidangan;

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat  agar  Penggugat  dan  Tergugat  dapat  membina  kembali  rumah

tangganya secara rukun;

Bahwa, atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut

perkaranya  dengan  alasan  Penggugat  akan  kembali  rukun  membina  rumah

tangga dengan Tergugat;

Bahwa,  terhadap  permohonan  pencabutan  gugatan  #0046#  tersebut,

Tergugat telah menyampaikan persetujuannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Hal. 3 dari 7 hal. 
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Bahwa,  untuk  mempersingkat  uraian  pertimbangan  ini  ditunjuk  hal-hal

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai diatas;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  maksud  dan  ketentuan  Pasal  82

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009,  Majelis  Hakim telah

berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun

kembali membina rumah dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  di  muka  sidang  mengatakan  akan

mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut

perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, kemudian Tergugat

pun telah  menyampaikan  persetujuannya,  maka Majelis  Hakim berpendapat

bahwa perkara Nomor 3853/Pdt.G/2023/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  tersebut  telah  dinyatakan

dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  oleh

karenanya  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50 Tahun 2009,  maka seluruh biaya perkara  ini  dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta

ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.  Menerima  pencabutan  perkara  Nomor  3853/Pdt.G/2023/PA.Sbr  oleh

Penggugat; 

Hal. 4 dari 7 hal. 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintakan Panitera  Pengadilan  Agama  Sumber untuk  mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 585.000,00 ( lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah); 

 

Demikian  Penetapan  ini  dijatuhkan  dalam  permusyawaratan  Majelis

Hakim  Pengadilan  Agama  Sumber pada  hari  Selasa  tanggal  18  Juli  2023

Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs.

SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai  Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQURROKHMAN,

M.H.   dan  Drs.  SUPYAN  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang

dibacakan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  Ketua  Majelis  tersebut

dengan  dihadiri  para  Hakim  Anggota  dan  Hj.  N.  EMPAT  PATONAH,  S.Ag.

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.  

Hakim Anggota Hakim Anggota

 
Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.  Drs. SUPYAN  

Panitera Pengganti

Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.  

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :  Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
Hal. 5 dari 7 hal. 
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3. Biaya Panggilan : Rp. 465.000,00

4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya materai :     Rp.                10.000,00  

    Jumlah Rp. 585.000,00 

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

....................................................

Ketua Majelis

      ttd

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. 

Hakim Anggota Hakim Anggota

     ttd        ttd

 
Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. Drs. SUPYAN 

Panitera Pengganti

      ttd

Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :  Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 465.000,00

4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Hal. 6 dari 7 hal. 
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6. Biaya materai :     Rp.                10.000,00  

    Jumlah Rp. 585.000,00 

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

H.ASIR  PASIMBONG  ALO,  S.Ag.,

M.H.

Hal. 7 dari 7 hal. 
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